BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan diteliti di atas, maka kesimpulan yang

dapat diberikan sebagai berikut:

a. Penerapan asas itikad baik, sering dikesampingkan atau sering tidak diperhatikan
oleh agen asuransi dalam melakukan pemasaran produk asuransi, khususnya dalam
pemasaran PAYDI. Hal ini menimbulkan terjadinya kebingungan bagi calon

pembeli PAYDI sehingga menyebabkan misleading information.

b. Perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah yang mengalami misleading
information, dinilai masih cukup membingungkan bagi nasabah dan terkesan masih
ada keberpihakan yang menguntungkan perusahaan asuransi. Penerbitan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen
dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dinilai belum menjadi solusi yang pasti
bagi nasabah melainkan hanya mempertegas fungsi Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan

sebagai berikut:

a. Perlu diedukasikan kembali bagi setiap agen asuransi untuk mengedepankan asas
itikad baik dalam melakukan pemasaran setiap produk asuransi sehingga calon
nasabah terpenuhi haknya dalam memperoleh informasi yang benar dan tidak

menimbulkan misleading information.

b. Pemerintah Republik Indonesia selaku lembaga eksekutif bersamaan dengan
lembaga legislatif perlu membuat aturan yang lebih memberikan kepastian hukum
bagi para nasabah yang mengalami misleading information dan tidak mengulangi
membuat aturan yang mengakibat tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada
terlebih dahulu.
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